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METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan
studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji
Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan
perilaku setigp orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada
inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum
daam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi,
perbandingan hukum dan sejarah hukum.?® Berdasarkan penjelasan di atas,
penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk
meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian
hukum.
B. Metode Pendekatan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan
pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-

“Abdulkadir Muhammad, 2004, HukumdanPenelitianHukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung,
him. 52
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Undangan (statue approach).®® Suatu penelitian normatif tentu harus
menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti
adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
suatu penelitian.
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif
adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara
mengumpulkan dan memeriksa atau menulusuri dokumen dan kepustakaan
yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh
peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:*
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri
dari:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 Tentang Pemilihan, Pengesashan Pengangkatan, Dan

Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

*9peter Mahmud Marzuki, 2008, PenelitianHukum. Cet 2, Kencana, Jakarta, him. 29.
*!NomensenSinamo, 2009, MetodePenelitianHukum, PT Bumil mtitama Sejahtera, Jakarta, him. 86.



4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyel enggara Pemilihan Umum;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah,;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

7) Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 100/PUU-X111/2015 terkait
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

8) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

b. Bahan Hukum Sekunder
Definiss  bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga



dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri

atas:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan
sebaga bahan hukum primer;

Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik
penulisan;

Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;

Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;

Artikel atau tulisan para ahli;

Sarana el ektronika yang membahas permasalahan terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, dikena tiga jenis aat pengumpulan data, yaitu

studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

wawancara atau interview.** Tehnik pengumpulan data melalui  studi

kepustakaan, yaitu mengkai peraturan perundang-undangan, buku-buku

literatur, karyatulisdari ahli hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

100/PUU-XI111/2015 tentang pasangan calon tunggal dalam Pemilukada

serentak di Indonesia dan wawancara merupakan hal yang memberikan suatu

rumusan yang sederhana, dengan menyatakan bahwa wawancara melibatkan

orang-orang yang melakukan komunikasi. Salah satu fungsi dari berbicara

¥30erjonoSoekanto, 1984, PengantarPenelitianHukum, Universitas Indonesia, (Ul-Press), Jakarta,

him. 21.
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dengan pihak lain adalah kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan,
sikap dan pertanyaan-pertanyaan.
E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan metode kudlitatif,® yaitu metode analisis data dengan cara
mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian
lapangan menuru tkualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara
sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif
dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder),
kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara
deskriptif,®* yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan
sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif
yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab

permasal ahan.

¥ Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit.,him. 50.
* |bid,him. 51.



